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BAB I 

DATA UMUM OBJEK PENGAWASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan 

Belanja APBD dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan 

kemampuan penerimaan pendapatannya, dengan didukung oleh pembiayaan yang sehat 

sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan 

pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian outcome pemerintah 

daerah tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan 

pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah Pusat yang 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang 

mencukupi dan juga berkualitas. Dengan belanja yang berkualitas diharapkan APBD 

dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Namun demikian, dalam prakteknya pengelolaan keuangan publik selalu menghadapi 

kendala penganggaran yang tercermin dari banyaknya kebutuhan yang dihadapkan pada 

keterbatasan sumber penerimaan pendapatan daerah. Sehingga prioritas belanja dan 

perencaaan yang baik sangat penting untuk mensiasati kendala penganggaran. 

Terkait dengan hal tersebut,maka perlu ada penelitian terkait analisis belanja daerah 

terhadap pencapaian outcome pemerintah daerah serta dari sisi belanja perlu adanya 

analisis meliputi rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja pegawai tidak 

langsung terhadap total belanja, rasio belanja modal per total belanja, rasio belanja per 

jumlah penduduk, serta rasio belanja modal per jumlah penduduk. Semua rasio tersebut 

menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung 

mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan 

ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan 

aparatur, seperti belanja pegawai tidak langsung. 

 

B. Identitas Objek Pengawasan 

Obyek pengawasan dilakukan pada 16 Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung. Data 

yang digunakan untuk penelitian meliputi anggaran belanja Fungsi Daerah per jenis, 

jumlah penduduk, IPM, RLS, HLS, dan UHH yang digunakan pada 3 tahun terakhir yaitu 

2019,2020 dan 2021. 

 

 

 



C. Matriks Desain Pengawasan 

No Pertanyaan Audit Informasi yang 
dibutuhkan dan 

Sumber 

Metode/Teknik 
Pengumpulan 

Informasi 

Metode 
Analisis yang 
Dipergunakan 

1. Apakah belanja fungsi 
pemerintah daerah sudah 
berkaitan dengan 
pencapaian outcome 
pemerintah daerah? 

1. Anggaran belanja 
fungsi per jenis 
pemerintah daerah 
tahun 2019-2021 

2. IPM Tahun 2019-
2021 

3. HLS Tahun 2019-
2021 

4. RLS Tahun 2019-
2021 

5. UHH Tahun 2019-
2021 

6. Jumlah Penduduk 
Tahun 2019-2021 

 
Sumber data 
1. Data BPS 
2. Data portal DJPK  

Dokumen 
Review 

1. Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

2. Bagaimana gambaran 
tentang analisis rasio 
belanja pemerintah 
daerah 

1. Anggaran belanja 
pegawai, barang 
jasa dan modal 

Dokumen 
review 

1. Analisis 
Rasio 

2. Analisis 
Trend 

 

  



BAB II 

ANALISIS DATA 

 

A. Tahapan Analisis Data 

Secara garis besar, kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data 

Data anggaran belanja dikumpulkan dengan mendownload dari website DJPK pada 

https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412. Sedangkan Data terkait IPM, RLS, UHH dan 

HLS didapat melalui website BPS Provinsi Lampung. 

Setelah dokumen diperoleh selanjutnya data di convert menjadi file excel dan diolah 

agar dapat diinput dalam aplikasi eviews 6. 

2. Tahap Analisis Data 

Untuk mendukung pelaksanaan APP terkait akuntabilitas keuangan negara dan 

daerah, adapun analisis data yang digunakan sebagai berikut. 

a. Analisis Trend (Visualisasi Data) 

Komposisi belanja daerah pada APBD dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama 

yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja 

lainnya.  

 

Pada tahun anggaran 2019, total belanja APBD adalah sebesar 24,572 triliun 

rupiah dengan komposisi rasio belanja terbesar secara berurutan adalah belanja 

pegawai, belanja lainnya, belanja barang jasa, dan belanja modal. 

 

Pada tahun 2020, belanja daerah mengalami pertumbuhan sebesar 4,1% dari 

tahun 2019. Selanjutnya belanja pegawai masih menjadi komponen belanja 

Rp % Rp % Rp %

Belanja Pegawai 12.099.185.138.071,50 38,35% 12.656.772.800.917,30 38,46% 11.608.772.145.722,00 37,45%

Belanja Barang Jasa 6.731.196.510.328,88   21,34% 7.265.691.050.091,72   22,08% 7.621.555.015.541,00   24,59%

Belanja Modal 5.742.429.658.263,61   18,20% 5.221.987.383.737,52   15,87% 3.954.791.225.465,00   12,76%

Belanja Lainnya 6.975.703.501.622,25   22,11% 7.765.945.969.247,67   23,60% 7.809.404.640.364,00   25,20%

Total Belanja 31.548.514.808.286,20 100,00% 32.910.397.203.994,20 100,00% 30.994.523.027.092,00 100,00%
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dengan rasio terbesar dalam belanja daerah diikuti oleh belanja lainnya,belanja 

barang jasa dan belanja modal. Adapun komponen belanja yang mengalami 

peningkatan adalah belanja pegawai sebesar 0,11%, belanja barang jasa sebesar 

0,75%, dan belanja lainnya sebesar 1,11%. Sedangkan komponen belanja yang 

mengalami penurunan rasio adalah belanja modal sebesar 2,33%. 

Pada tahun 2021, belanja daerah mengalami penurunan sebesar 6,18% dari 

tahun 2020. Namun belanja pegawai masih menjadi komponen belanja dengan 

rasio terbesar dalam belanja daerah diikuti oleh belanja lainnya,belanja barang 

jasa dan belanja modal. Adapun komponen belanja yang mengalami peningkatan 

adalah belanja barang jasa sebesar 2,51% dan belanja lainnya sebesar 1,61%. 

Sedangkan komponen belanja yang mengalami penurunan rasio adalah belanja 

pegawai sebesar 1,00% dan belanja modal sebesar 3,11%. 

b. Analisis Rasio 

1. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah 

Pada komposisi nama 5 (lima) kabupaten/kota dengan rasio belanja pegawai 

tertinggi pada tahun 2020, terjadi perubahan komposisi nama daerah pada 

Lampung Timur jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan komposisi 

nama daerah tahun 2020 pada Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten 

Way Kanan terjadi perubahan dibandingkan tahun 2021. Adapun pada tahun 

2019 ke 2020 terjadi penurunan rata-rata rasio belanja pegawai pada 5 (lima) 

daerah tertinggi, yaitu penurunan sebesar 0,30%. Dan pada tahun 2020 ke 

2021 terjadi penurunan rata-rata 0,77%.  

 

Sementara itu, pada komposisi nama 5 (lima) daerah dengan rasio belanja 

pegawai terendah pada tahun 2019 sampai dengan 2021, hanya 1 (satu) 

daerah yang mengalami pergantian komposisi, yaitu Kabupaten Way Kanan 

yang digantikan oleh Kabupaten Tanggamus, sedangkan komposisi 4 (empat) 

Daerah TA 2019 Daerah TA 2020 Daerah TA 2021

Kab. Lampung Tengah 46,59% Kota Metro 46,13% Kota Metro 46,34%

Kota Bandar Lampung 46,45% Kota Bandar Lampung 46,12% Kab. Lampung Tengah 45,43%

Kab. Lampung Timur 46,15% Kab. Lampung Utara 45,55% Kab. Lampung Utara 45,39%

Kab. Pringsewu 45,25% Kab. Lampung Tengah 45,37% Kab. Lampung Selatan 44,40%

Kota Metro 45,15% Kab. Pringsewu 44,94% Kab. Way Kanan 42,67%

Daerah TA 2019 Daerah TA 2020 Daerah TA 2021

Kabupaten Way Kanan 35,99% Kab. Mesuji 37,16% Kab. Tulang Bawang Barat35,24%

Kab. Pesisir Barat 35,70% Kab. Way Kanan 36,25% Kab. Mesuji 34,45%

Kab. Tulang Bawang Barat34,32% Kab. Pesisir Barat 34,39% Kab. Tanggamus 33,84%

Kab. Mesuji 30,31% Kab. Tulang Bawang Barat33,66% Kab. Pesisir Barat 28,58%

Provinsi Lampung 27,11% Provinsi Lampung 27,22% Provinsi Lampung 27,24%

Rasio Belanja Pegawai Tertinggi

Rasio Belanja Pegawai Terendah



daerah lainnya masih dengan nama daerah yang sama dengan tahun 2019 

dan 2020. Adapun pada tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan rata-rata rasio 

belanja pegawai sebesar 1,05%. Namun kemudian mengalami penurunan 

1,87% dari tahun 2021. 

2. Rasio Belanja Barang Jasa terhadap Total Belanja Daerah 

Pada komposisi nama 5 (lima) kabupaten/kota dengan rasio belanja barang 

jasa tertinggi pada tahun 2020, terjadi perubahan hampir diseluruh komposisi 

nama daerah kecuali Kabupaten Way Kanan jika dibandingkan dengan tahun 

2019. Sedangkan komposisi nama daerah tahun 2020 juga mengalami 

perubahan kecuali Kabupaten Tanggamus dibandingkan tahun 2021. Adapun 

pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan rata-rata rasio belanja barang jasa 

pada 5 (lima) daerah tertinggi, yaitu sebesar 1,07%. Dan pada tahun 2020 ke 

2021 terjadi kenaikan rata-rata 6,70%.  

 

Sementara itu, pada komposisi nama 5 (lima) daerah dengan rasio belanja 

barang jasa terendah pada tahun 2019 sampai dengan 2021, hanya 1 (satu) 

daerah yang tidak mengalami pergantian komposisi, yaitu Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, sedangkan komposisi 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Tulang 

Bawang Barat dan Kabupaten Pringsewu masih dengan nama daerah 

disbanding tahun 2021. Adapun pada tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan 

rata-rata rasio belanja barang jasa sebesar 1,48%. Kemudian mengalami 

penurunan 0,36% dari tahun 2021. 

3. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah 

Pada komposisi nama 5 (lima) kabupaten/kota dengan rasio belanja modal 

tertinggi pada tahun 2020, terjadi perubahan pada 2 (dua) komposisi nama 

daerah yaitu Kabupaten Pesisir Barat dan Kota Metro jika dibandingkan 

dengan tahun 2019. Sedangkan komposisi nama daerah tahun 2020 juga 

mengalami perubahan pada 2 (dua) komposisi nama daerah yaitu Kabupaten 

Daerah TA 2019 Daerah TA 2020 Daerah TA 2021

Kota Bandar Lampung 31,60% Provinsi Lampung 31,67% Kota Bandar Lampung 42,06%

Kota Metro 31,48% Kab. Tanggamus 26,62% Kota Metro 33,23%

Kab. Lampung Barat 25,54% Kab. Pesisir Barat 24,38% Kab. Mesuji 29,87%

Kab. Tulang Bawang 23,25% Kabupaten Way Kanan 23,44% Kab. Tulang Bawang 29,49%

Kabupaten Way Kanan 22,66% Kab. Lampung Selatan 23,08% Kab. Tanggamus 28,04%

Daerah TA 2019 Daerah TA 2020 Daerah TA 2021

Kab. Lampung Timur 19,75% Kota Metro 20,83% Kab. Pringsewu 21,52%

Provinsi Lampung 19,45% Kab. Pesawaran 20,61% Kab. Lampung Timur 21,20%

Kab. Lampung Selatan 18,44% Kab. Pringsewu 20,35% Kab. Lampung Tengah 21,15%

Kab. Tanggamus 18,39% Kab. Tulang Bawang Barat20,25% Provinsi Lampung 19,81%

Kab. Tulang Bawang Barat 17,43% Kab. Lampung Utara 18,85% Kab. Tulang Bawang Barat 18,98%

Rasio Belanja Barang Jasa Tertinggi

Rasio Belanja Barang Jasa Terendah



Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung dibandingkan tahun 2021. Adapun 

pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan rata-rata rasio belanja modal pada 

5 (lima) daerah tertinggi, yaitu sebesar 2,96%. Dan pada tahun 2020 ke 2021 

terjadi kenaikan rata-rata 3,05%.  

 

Sementara itu, pada komposisi nama 5 (lima) daerah dengan rasio belanja 

modal terendah pada tahun 2019 sampai dengan 2021, hanya 1 (satu) daerah 

yang mengalami pergantian komposisi, yaitu Kabupaten Tanggamus, 

sedangkan komposisi 2 (dua) nama daerah yaitu Kabupaten Tulang Bawang 

dan Kabupaten Lampung Timur berganti dibanding tahun 2021. Adapun pada 

tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan rata-rata rasio belanja modal sebesar 

1,80%. Kemudian mengalami penurunan kembali sebesar 2,52% dari tahun 

2021. 

4. Rasio Total Belanja Daerah terhadap Jumlah Penduduk 

Grafik di bawah menunjukkan rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk 

(belanja daerah perkapita) Tahun 2019 memperlihatkan bahwa Kota Metro 

memiliki rasio tertinggi, sedangkan kabupaten lampung tengah memiliki rasio 

yang terendah. Hal ini disebabkan oleh karena kabupaten tersebut jumlah 

penduduknya masih sedikit. Sebaliknya kabupaten Lampung Tengah yang 

memiliki jumlah penduduk yang besar. Rata-rata belanja daerah kabupaten 

dan kota se-provinsi Lampung perkapita Tahun 2019 adalah Rp2,28 juta. 

Sebanyak 6 Pemerintah Daerah memiliki rasio belanja daerah perkapita di 

atas rata-rata, dan 9 pemerintah daerah memiliki rasio dibawah rata-rata 

tersebut. Kabupaten/Kota yang mempunyai rasio belanja daerah perkapita 

tertinggi berada di Kota Metro dengan Rp4,21 juta. Sedangkan 

kabupaten/kota yang memiliki rasio belanja perkapita terendah adalah 

kabupaten lampung teengah yaitu sebesar Rp1,39 juta. 

Daerah TA 2019 Daerah TA 2020 Daerah TA 2021

Kab. Tulang Bawang Barat 32,51% Kab. Tulang Bawang Barat29,75% Kab. Pesisir Barat 24,77%

Kab. Mesuji 27,90% Kab. Pesisir Barat 21,39% Kab. Tulang Bawang Barat 21,08%

Kab. Lampung Selatan 22,35% Kab. Mesuji 21,10% Kab. Pringsewu 19,22%

Kab. Pesisir Barat 21,83% Kota Bandar Lampung 20,88% Kab. Tanggamus 15,77%

Kota Metro 21,75% Kab. Lampung Barat 18,43% Kab. Mesuji 15,46%

Daerah TA 2019 Daerah TA 2020 Daerah TA 2021

Kab. Tulang Bawang 16,63% Kab. Tulang Bawang 14,95% Provinsi Lampung 11,08%

Kab. Tanggamus 15,55% Kab. Lampung Timur 13,17% Kab. Lampung Selatan 11,05%

Kab. Lampung Tengah 14,24% Provinsi Lampung 12,64% Kab. Lampung Tengah 10,69%

Kab. Lampung Timur 13,12% Kab. Lampung Tengah 11,88% Kabupaten Way Kanan 10,09%

Kab. Lampung Utara 13,09% Kab. Lampung Utara 11,02% Kab. Lampung Utara 8,16%

Rasio Belanja Modal Tertinggi

Rasio Belanja Modal Terendah



 

Grafik di bawah menunjukkan rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk 

(belanja daerah perkapita) Tahun 2020 memperlihatkan bahwa Kota Metro 

memiliki rasio tertinggi, sedangkan kabupaten lampung tengah memiliki rasio 

yang terendah. Hal ini disebabkan oleh karena kabupaten tersebut jumlah 

penduduknya masih sedikit. Sebaliknya kabupaten Lampung Tengah yang 

memiliki jumlah penduduk yang besar. Rata-rata belanja daerah kabupaten 

dan kota se-provinsi Lampung perkapita Tahun 2020 adalah Rp3,38 juta. 

Sebanyak 5 Pemerintah Daerah memiliki rasio belanja daerah perkapita di 

atas rata-rata, dan 10 pemerintah daerah memiliki rasio dibawah rata-rata 

tersebut. Kabupaten/Kota yang mempunyai rasio belanja daerah perkapita 

tertinggi berada di Kota Metro dengan Rp5,98 juta. Sedangkan 

kabupaten/kota yang memiliki rasio belanja perkapita terendah adalah 

kabupaten lampung teengah yaitu sebesar Rp1,91 juta. 
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Grafik di bawah menunjukkan rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk 

(belanja daerah perkapita) Tahun 2021 memperlihatkan bahwa Kota Metro 

memiliki rasio tertinggi, sedangkan kabupaten lampung tengah memiliki rasio 

yang terendah. Hal ini disebabkan oleh karena kabupaten tersebut jumlah 

penduduknya masih sedikit. Sebaliknya kabupaten Lampung Tengah yang 

memiliki jumlah penduduk yang besar. Rata-rata belanja daerah kabupaten 

dan kota se-provinsi Lampung perkapita Tahun 2021 adalah Rp3,14 juta. 

Rata-rata belanja daerah kabupaten kota se-provinsi lampung mengalami 

penurunan sekitar 7,10%. Sebanyak 5 Pemerintah Daerah memiliki rasio 

belanja daerah perkapita di atas rata-rata, dan 10 pemerintah daerah memiliki 

rasio dibawah rata-rata tersebut. Kabupaten/Kota yang mempunyai rasio 

belanja daerah perkapita tertinggi berada di Kota Metro dengan Rp5,60 juta. 

Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki rasio belanja perkapita terendah 

adalah kabupaten lampung teengah yaitu sebesar Rp1,79 juta. 
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5. Rasio Total Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk 

Rasio belanja modal perkapita menunjukkan seberapa besar belanja yang 

dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per 

penduduk. Rasio belanja modal perkapita memiliki hubungan yang erat 

dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan salah satu 

jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. 

Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam 

meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur 

yang dikeluarkan. 
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Grafik di atas ini menunjukkan rasio belanja modal perkapita pemerintah 

kabupaten dan kota se-provinsi Lampung Tahun 2019. Rata-rata rasio belanja 

modal kabupaten dan kota se-provinsi Lampung adalah adalah Rp0,71 juta. 

Pemkab dan Pemkot Se-Provinsi Lampung yang memiliki rasio belanja modal 

perkapita lebih tinggi dari rata-rata sebanyak 5 kabupaten/kota, sedang yang 

dibawah rata-rata sebanyak 10 kabupaten/kota. Pemkab dan Pemkot se-

Provinsi Lampung. Kabupaten Mesuji memiliki rasio belanja modal perkapita 

tertinggi yaitu sebesar Rp1,38 juta sedangkan yang terendah adalah Pemkab 

Lampung Timur dengan rasio Rp0,29 juta. 
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Grafik di atas ini menunjukkan rasio belanja modal perkapita pemerintah 

kabupaten dan kota se-provinsi Lampung Tahun 2020. Rata-rata rasio belanja 

modal kabupaten dan kota se-provinsi Lampung adalah adalah Rp0,63 juta. 

Pemkab dan Pemkot Se-Provinsi Lampung yang memiliki rasio belanja modal 

perkapita lebih tinggi dari rata-rata sebanyak 5 kabupaten/kota, sedang yang 

dibawah rata-rata sebanyak 10 kabupaten/kota. Pemkab dan Pemkot se-

Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat memiliki rasio belanja modal 

perkapita tertinggi yaitu sebesar Rp1,19 juta sedangkan yang terendah adalah 

Pemkab Lampung Tengah dengan rasio Rp0,23 juta. 
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Grafik di atas ini menunjukkan rasio belanja modal perkapita pemerintah 

kabupaten dan kota se-provinsi Lampung Tahun 2021. Rata-rata rasio belanja 

modal kabupaten dan kota se-provinsi Lampung adalah adalah Rp0,76 juta. 

Pemkab dan Pemkot Se-Provinsi Lampung yang memiliki rasio belanja modal 

perkapita lebih tinggi dari rata-rata sebanyak 5 kabupaten/kota, sedang yang 

dibawah rata-rata sebanyak 10 kabupaten/kota. Pemkab dan Pemkot se-

Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat memiliki rasio belanja modal 

perkapita tertinggi yaitu sebesar Rp1,19 juta sedangkan yang terendah adalah 

Pemkab Lampung Tengah dengan rasio Rp0,23 juta. 

 

c. Analisis Regresi 

1. Analisis Data Anggaran Belanja Fungsi Daerah dikaitkan dengan outcome 

IPM 

Dataset telah diuji menggunakan dengan menggunakan metode regresi linear 

berganda dengan aplikasi eviews dan excel. Hasil atas hubungan anggaran 

belanja per fungsi daerah dikaitkan dengan outcome IPM sebagai berikut. 
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Dengan persamaan rumus sebagai berikut. 

 

Insight yang dihasilkan terkait IPM. 

Uji Forecasting Ability dengan nilai adjusted R Square 

Adjusted R Square sebesar 59,42% (di atas 50%). Menunjukkan bahwa model 

ini memiliki kemampuan peramalan. 

Uji Signifikansi variabel independent secara individu dengan Probability Value 

t-stat  

Variabel independen belanja fungsi ekonomi, fungsi Kesehatan, fungsi 

perlindungan sosial, dan fungsi Pendidikan memilki pengaruh yang signifikan 

dengan probability value t-stat praktis nol dan dibawah 0,1. Variabel yang lain 

tidak memiliki pengaruh signifikan. 

Uji Signifikansi pengaruh varibel independent secara simultan dengan 

Probality Value F-Stat 

Nilai F-stat 8,6479. Probability f-stat praktis nol. Variabel independ secara 

simultan memilki pengaruh signifikan. 

 

 

 



Uji Normalitas 

 

Jarque-bera 0,5 dengan probability value 0,77 (di atas 0,1). Residual 

terdistribusi normal. 

Uji Linearitas 

 

Probality f-stat 0,1828 di atas 0,1. Sehingga model dikatakan linear. 

Uji Heterokedastisitas 

 

Probability chi square di atas 0,1. 



Uji autokorelasi serial 

 

No serial autocorrelation. Probability chi square di atas 0,1. 

Uji Multicolinearitas 

 

Koefisien korelasi tertinggi adalah 0,87. Di atas 0,75. Terdapat masalah 

multikolinearitas. 

2. Analisis Data Anggaran Belanja Fungsi Daerah dikaitkan dengan outcome 

RLS 

Dataset telah diuji menggunakan dengan menggunakan metode regresi linear 

berganda dengan aplikasi eviews dan excel. Hasil atas hubungan anggaran 

belanja per fungsi daerah dikaitkan dengan outcome RLS sebagai berikut. 



   

Dengan persamaan rumus sebagai berikut. 

 

Insight yang dihasilkan terkait RLS. 

Uji Forecasting Ability dengan nilai adjusted R Square 

Adjusted R Square sebesar 49,51% (di bawah 50%). Menunjukkan bahwa 

model ini belum memiliki kemampuan peramalan. 

3. Analisis Data Anggaran Belanja Fungsi Daerah dikaitkan dengan outcome 

HLS 

Dataset telah diuji menggunakan dengan menggunakan metode regresi linear 

berganda dengan aplikasi eviews dan excel. Hasil atas hubungan anggaran 

belanja per fungsi daerah dikaitkan dengan outcome HLS sebagai berikut. 



 

Dengan persamaan rumus sebagai berikut. 

 

Insight yang dihasilkan terkait HLS. 

Uji Forecasting Ability dengan nilai adjusted R Square 

Adjusted R Square sebesar 50,19% (di atas 50%). Menunjukkan bahwa model 

ini memiliki kemampuan peramalan. 

Uji Signifikansi variabel independent secara individu dengan Probability Value 

t-stat  

Variabel independen belanja fungsi ekonomi, fungsi Kesehatan, dan fungsi 

Pendidikan memilki pengaruh yang signifikan dengan probability value t-stat 

praktis nol dan dibawah 0,1. Variabel yang lain tidak memiliki pengaruh 

signifikan. 

Uji Signifikansi pengaruh varibel independent secara simultan dengan 

Probality Value F-Stat 



Nilai F-stat 6,2623. Probability f-stat praktis nol. Variabel independ secara 

simultan memilki pengaruh signifikan. 

Uji Normalitas 

 

Jarque-bera 0,71 dengan probability value 0,69 (di atas 0,1). Residual 

terdistribusi normal. 

Uji Linearitas 

 

Probality f-stat 0,0082 di bawah 0,1. Sehingga model dikatakan tidak linear. 



Uji Heterokedastisitas 

 

Probability chi square di dibawah 0,1. 

Uji autokorelasi serial 

 

No serial autocorrelation. Probability chi square di atas 0,1. 



Uji Multicolinearitas 

 

Koefisien korelasi tertinggi adalah 0,87. Di atas 0,75. Terdapat masalah 

multikolinearitas. 

4. Analisis Data Anggaran Belanja Fungsi Daerah dikaitkan dengan outcome 

UHH 

Dataset telah diuji menggunakan dengan menggunakan metode regresi linear 

berganda dengan aplikasi eviews dan excel. Hasil atas hubungan anggaran 

belanja per fungsi daerah dikaitkan dengan outcome UHH sebagai berikut. 

 

Insight yang dihasilkan terkait UHH. 

Uji Forecasting Ability dengan nilai adjusted R Square 

Adjusted R Square sebesar 21,86% (di bawah 50%). Menunjukkan bahwa 

model ini belum memiliki kemampuan peramalan. 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa belanja fungsi pemerintah daerah 

memilki pengaruh signifikan dengan pencapaian outcome pemerintah daerah yaitu IPM dan 

HLS (Harapan Lama Sekolah). Namun tidak berpengaruh secara signifikan dengan 

pencapaian outcome RLS (Rata-rata Lama Sekolah) dan UHH (Usia Harapan Hidup). Namun 

demikian, model regresi pada kaitan IPM dan HLS masih memilki masalah uji asumsi klasik 

multicolinearitas. 

Penelitian ini jelas memiliki banyak keterbatasan. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian 

dapat dilakukan dengan menggunakan metode pemodelan yang lain yang lebih tepat serta 

sampel yang lebih luas agar lebih menggambarkan variasi. 


